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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Berita Negara Tahun
1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Menimbang

BUPATIKUNINGAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN
NOMOR6 TAHUN2022

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
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4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4286);

6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4400);

8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Nomor6398);

12.Undang - Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6573);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Peubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
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NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai Nomor 6321);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rrepublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
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33. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor6206);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor6279);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
6322);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor6323);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya ;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor754);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor450);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
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Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Peru bah an atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007
Nomor 58 seri E);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kuningan dan Perusahan Daerah Perkreditan
Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kuningan dan Perusahan Daerah Perkreditan
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 2);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Kuningan pada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten
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Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 85);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan
Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2018 Nomor 4);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun
2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kerta
Raharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 130 seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2010 Nomor 381), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaba
Dharma Putra Kerta Raharja Kabupaten Kuningan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015
Nomor 19 seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 19);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013
Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 26);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun
2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Kuningan pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Kuningan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015
Nomor 17 seri E);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2020 Nomor 7);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 5);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun
2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Tbk
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021
Nomor 7);
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Rp28.802.221.262,00

Rp32.302.221.262,00
Rp3.500.000.000,00

c Pembiayaan
Peneriman
Pengeluaran
Pembiyaan
Netto

Rp36.464.571.396,47

Pasal2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember Tahun 2021 sebagai
berikut:

a Pendapatan Rp2.778.618.768.752,00
b Belanja Rp2.742.154.197.355,53

Surplus

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik daerah Zperusahaan daerah.

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

MEMUTUSKAN:

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan

BUPATI KUNINGAN

Dengan Persetujuan Bersama
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Rp28.802.221.262,001. Anggaran pembiayaan
netto setelah perubahan

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
RpO,OO.dengan rincian sebagai berikut :

Rp3.500.000.000,OO

RpO,OO

Rp3.500.000.000,001. Anggaran Pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan

2. Realisasi

Selisih kurang

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah RpO,OOdengan rincian sebagai berikut :

Rp32.302.221.262,OO
RpO,OO

2. Realisasi
Selisih kurang

Rp32.302.221.262,OO1. Anggaran Penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan

d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah RpO,OOdengan rincian sebagai berikut:

Rp36.464.571.396,47
Rp65.266.792.658,47

(Rp28.802.221.262,OO)1. Defisitsetelah
perubahan

2. Surplus realisasi
Selisih kurang

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah
Rp65.266.792.658,47 dengan rincian sebagai berikut:

Rp2.742.154.197.355,53
Rpl11.099.726.340,47

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rpl11.099.726.340,47 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah Rp2.853.253.923.696,00
perubahan

2. Realisasi
Selisih kurang

Rp2.778.618.768.752,OO
Rp45.832.933.682,00

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp45.832.933.682,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan Rp2.824.451.702.434,OO
setelah perubahan

2. Realisasi
Selisih kurang

Pasal3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai beriku t :
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Rp2.722.121.481.555,90

Rp1.789.555.094,22

Rp2.60B.513.068.B57,41

Rp111.818.857.604,28

a Ekuitas awal

b Surplus Laporan
Operasional

c Dampak kumulatif
perubahankebijakan

d Ekuitas

Pasal6
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai
berikut:

Rp2.359.995.631.936,79
Rpl11.818.857.604,28Laporan

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasa11 ayat
(1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :
a Jumlah Pendapatan Rp2.471.814.489.541,07

Laporan Operasiona!
b Jumlah Beban
c Surplus

Operasional

Pasal5

Rp65.266.792.658,47

Pembiayaan
(Silpa/SIKPA)

d Saldo anggaran lebih akhir

Rp65.266.792.658,47(kurang)
Anggaran

lebihc Sisa

Rp32.302.221.262,OO

Rp32.302.221.262,OOa Saldo anggaran lebih awal
tahun sebelumnya

b Penggunaan SAL sebagai
penerimaan pembiayaan
tahun sebelumnya

Pasal4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
Tahun 2021 sebagai berikut :

Rp28.802.221.262.00

RpO,OO

2. Realisasi

Selisih Kurang
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Lampiran 1.3

Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,

Lampiran 1.2

A. Lampiran I
Lampiran 1.1

PasallO
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1)huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal9

b Arus kas bersih dari Rp357.192.225.576,OO
aktivitas operasi

c Arus kas bersih dati Rp(324.227.654.179,53)
aktivitas investasi aset non
keuangan

d Arus kas bersih dari RpO,OO
aktivitas pendanaan

e Arus kas bersih dari RpO,OO
aktivitas transitoris

f Saldo kas akhir per 31 Rp65.266.792.658,47
Desember 2021

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :
a Saldo kas awal per 1 Rp32.302.221.262,OO

Januari 2021

Pasal8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a Jumlah Asset Rp2.800.682.920.021,15
b Jumlah Kewajiban Rp78.561.438.465,25
c Jumlah Ekuitas Dana Rp2.722.121.481.555,90

Pasal 7
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Pasall1

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Daerah;
Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah
Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan
Laba/Rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah

Keuangan Badan
Daerah/ Perusahaan

Berikutnya; dan
Ikhtisar Laporan
Usaha Milik

belanja, dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi belanja menu rut
urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan beserta
hasil dan sub kegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;
Laporan .Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penarnbahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Sub Kegiatan-Kegiatan yang
Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
Anggaran 2021 dan Dianggarkan
Kembali dalam Tahun Anggaran

Lampiran XX.2

Lampiran XX.1

LampiranXXT.

M. Larnpiran XIII
N. Lampiran XIV

O. Lampiran XV
P. Larnpiran XVI
Q. Lampiran XVII
R. Lampiran XVIII
S. Lampiran XIX

B. Lampiran II

C. Lampiran III
D. Lampiran IV
E. Lampiran V
F. Lampiran VI
O. Lampiran VII
H. Lampiran VIII
I. Lampiran IX

J. Lampiran X

K. Lampiran XI

L. Lampiran XII

Larnpiran 1.4
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LEMBARANDAERAHKABUPATENKUNINGANTAHUN2022 NOMOR6
NO REG PERATURANDAERAH KABUPATENKUNINGAN, PROVINSI JAWA
BARAT(6/115/2022)

DIANRACHMATYI\NUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal jo Agustus 2022

SEKRETARISDAEAAH
KABUPATENKUNINPAN,

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI KUNINGAN,-:1/ -
f

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 12


